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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR D9 TAHUN 2015 

TENTANG 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG 

OPERASIONAL (BPO) PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

r 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 A Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat perlu menetapkan kembali Tunjangan 
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggotan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

r 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang 
Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang dibebankan 
Pada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3577); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4418), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712);  

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggugjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. 

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF (TKI) PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG 
OPERASIONAL (BPO) PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 
sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah. 

2. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Provinsi 
Kalimantan Barat. 

3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan telah mengucapkan 
sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
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5. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang 
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam 
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 

6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut 
BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan setiap 
bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 

7. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu 
daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah 
tertentuyang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan 
besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan pada setiap klaster. 

8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk 
mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD 
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip 
pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana. 

9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya 
yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD 
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik. 

BAB II 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL 

Pasal 2 

Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi 
Kalimantan Barat diberikan masing-masing sebesar 3 (tiga) kali uang 
Representasi Ketua DPRD. 

Pasal 3 

Pimpinan DPRD diberikan dana Belanja Penunjang Operasional (BPO) dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

a. Belanja Penunjang Operasional (BPO) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; 

b. Belanja Penunjang Operasional (BPO) Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebesar 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil 
Ketua DPRD. 
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Pasal 4 

Penggunaan Dana Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipergunakan untuk: 

a. 

b. 

(3) 

Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi 
permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan 
memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD; 
Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan trasportasi; 
dan/atau 

Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, 
upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, 
melakukan koordinasi dan konsultasi kepala daerah, musyawarah 
pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarkat, menjadi juru bicara DPRD 
dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyararakat 
yang sifatnya incidental. 

dan 
dan 

Pasal 5 

Dalam rangka pertanggung jawaban Belanja Penunjang Operasional (BPO), 
Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan 
penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya. 

Pasal 6 

Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional (BPO) 
Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang 
dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional (BPO) 
Pimpinan DPRD. 

Pasal 7 

Rincian Penggunaan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memuat : 
a. Kegiatan; 
b. Tujuan; 
c. Penerima (masyarakat/kelompok masyarakat); dan 
d. Waktu Penggunaan Dana 

Pasal 8 

Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6, disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat 
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Dengan berlakunya Peraturan Gubemur ini maka Keputusan Gubemur Nomor 751 
Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi lntensif (TKI) Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional 
(BPO)Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal // 7eba 2015 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

CORNELIS 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal zy {eR4// 2015 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

M. ZEET HAMDY ASSOVIE 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 09 


